















































. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan

petunjuk teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan Belanja Pegawai
sebagai acuan pelaksanaan tugas;

membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol/
mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;

. menyusun dan mengolah data pegawai dan realisasi gaji pegawai untuk

keperluan sebagai dasar perhitungan perimbangan keuangan oleh Pemerintah
Pusat;

. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan gaji pegawai/Kepala

Daerah;

melaksanakan pengelolaan gaji pegawai/Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai/Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah;

. membuat/menerbitkan SKPP Gaji;

memeriksa dan menguji surat keputusan kepegawaian dan surat pemberitahuan
kenaikan gaji berkala serta menyelenggarakan sistem kartu perorangan sebagai
alat pengawasan pembayaran dengan melaksanakan pencatatan dan
pemeriksaan data kepegawaian yang berhubungan dengan perhitungan
pembayaran gaji dan tunjangan;

Menyusun dan mengolah laporan realisasi pembayaran gaji serta melakukan
evaluasi sebagai bahan laporan pelaksanaan anggaran secara periodik (bulan,
triwulan, semester, tahunan);

. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta

memelihara arsip;

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

Bagian Kelima
Bidang Akuntansi

Pasal 19

(1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi akuntansi keuangan
daerah, pembukuan, evaluasi dan pelaporan realisasi keuangan daerah serta
pelaporan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.

melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja seksi-seksi di
bawahnya sesuai dengan uraian tugas;

menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
akuntansi dan penyusunan laporan keuangan anggaran dan kekayaan daerah;
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d. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan kekayaan atas dana
dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

e. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan
peraturan yang berlaku;

f. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sesual ketentuan peraturan yang berlaku;

g. membina kegiatan di bidang verifikasi, pembukuan serta evaluasi dan pelaporan
sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar tercipta koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;

h. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta
memelihara arsip;

i. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.
Pasal 20
Bidang Akuntansi terdiri dari :
a. Seksi Verifikasi;
b. Seksi Pembukuan; dan
c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
Pasal 21

(1) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengumpulan
bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sistem verifikasi
keuangan daerah serta menyelenggarakan pengujian tagihan dan permintaan
pembayaran.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan
petunjuk teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan kegiatan Seksi
Verifikasi sebagai acuan pelaksanaan tugas;

c. membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol/
mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;

d. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan verifikasi serta
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

e. menyiapkan bahan penyusunan penetapan kebijakan, pedoman dan petunjuk
teknis dibidang pemeriksaan/penelitian pertanggungjawaban penggunaan
anggaran,;

f. menghimpun, mengklarifikasi, mencatat dan meneliti Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
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memeriksa dan meneliti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan tata cara
pembukuan, tanda tangan, nama, jabatan yang mengurus dan menerima uang
serta menyiapkan pengesahannya;

memeriksa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara pada Perangkat
Daerah untuk semua jenis belanja guna pengesahan atau penolakan;

mengadakan penelitian terhadap penerimaan dan pengesahan pada Kas Daerah
dan Kas Pembantu serta mengawasi realisasi pengeluaran sesuai dengan kredit
yang disediakan;

melakukan pembinaan terhadap Bendahara Pengeluaran yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban penggunaan anggaran;

. memverifikasi anggaran belanja SKPD;

menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta
memelihara arsip;

- memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil

pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Pasal 22

(1) Seksi Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengumpulan
bahan, mengolah pedoman, petunjuk teknis dan menyelenggarakan pembinaan
sistem akuntansi/pembukuan dan perhitungan kekayaan daerah dan kekayaan yang
bersumber dari dana non anggaran pendapatan belanja daerah, dana dekonsentrasi
dan tugas pembantuan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

b.

melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan
petunjuk teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan kegiatan Seksi
Pembukuan sebagai acuan pelaksanaan tugas;

membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol/
mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;

. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan

akuntansi/pembukuan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

menyelenggarakan tata pembukuan penerimaan dan pengeluaran secara
sistematis dan kronologis dan penyelenggaraan sistem akuntansi dan
pembukuan lainnya berdasarkan pedoman pengelolaan administrasi keuangan
daerah yang berlaku;

menginventarisasi serta membukukan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
Pemegang Kas pada Perangkat Daerah untuk semua jenis belanja sesuai
ketentuan peraturan yang berlaku;

mencatat setiap jumlah dana yang tercantum dalam APBD yang akan
dibayarkan serta menyusun dan memelihara dokumen keuangan yang belum
kadaluarsa;

menghimpun dan mencatat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
yang bersumber dari APBD dan dana non anggaran pendapatan belanja
daerah, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
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mengumpulkan bahan dan menyiapkan laporan pelaksanaan anggaran secara
periodik (triwulan, semester, tahunan);

melakukan pembinaan sistem akuntansi keuangan daerah;

melakukan pencatatan, penggolongan, penafsiran dan analisa, peringkasan
transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD);

melaksanakan pembinaan entitas pelaporan dan entitas akuntansi:

. melaksanakan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah:;

melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas:

menyiapkan rancangan Perhitungan APBD dan menyampaikannnya kepada
DPRD;

menyiapkan Penyusunan Statistik Keuangan Daerah (struktur APBD) beserta
kode rekeningnya yang dimiliki daerah;

menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta
memelihara arsip;

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Pasal 23

(1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan dan pengumpuian
bahan, mengolah pedoman, petunjuk teknis dan menyelenggarakan pembinaan
sistem evaluasi dan pelaporan keuangan daerah (laporan semesteran dan
prognosis, laporan realisasi anggaran dan penyusunan neraca daerah) serta
menyajikan informasi keuangan daerah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan
petunjuk teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan kegiatan Seksi
Evaluasi dan Pelaporan sebagai acuan pelaksanaan tugas;

membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol/
mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;

melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis sistem evaluasi dan pelaporan
keuangan daerah;

menyelenggarakan pembinaan sistem evaluasi dan pelaporan keuangan daerah
(laporan semesteran dan prognosis, laporan realisasi anggaran dan penyusunan
neraca daerah serta Aliran Arus Kas);

melaksanakan pembinaan entitas evaluasi dan pelaporan;
menyusun laporan semesteran keuangan daerah;
menyusun pelaporan pronogis realisasi anggaran;
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menyusun pelaporan keuangan daerah akhir tahun;

menyiapkan penyampaian laporan triwulan, semesteran dan tahunan sebagai
pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD;

menyiapkan bahan dan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah, neraca, laporan arus kas dan catatan atas
laporan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

. menyiapkan bahan dan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja daerah, neraca, laporan arus kas dan catatan atas
laporan keuangan anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana
non anggaran pendapatan belanja daerah, dana dekonsentrasi dan tugas
pembantuan;

menyusun perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

menyusun perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
mengevaluasi dan meneliti laporan keuangan SKPD;

menyelenggarakan laporan dan evaluasi keuangan kas daerah;

menyusun dan menyajikan informasi keuangan daerah/pengelolaan keuangan
daerah;

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah sebagai bahan pertimbangan dan saran guna bahan
pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan;

menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta
memelihara arsip;

. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil

pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Bagian Keenam
Bidang Aset Daerah

Pasal 24

(1) Bidang Aset Daerah mempunyai tugas merumuskan program dan melaksanakan
pembinaan teknis serta pelayanan administratif pengelolaan aset daerah yang
meliputi perencanaan, pengadaan dan distribusi aset, pemeliharaan, inventarisasi
dan penghapusan aset.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

b.

melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja seksi-seksi di
bawahnya sesuai dengan uraian tugas;

mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan
yang berlaku,

merumuskan kebijakan. menyusun program, mengatur dan mengawasi
penyelenggaraan kegiatan analisa kebutuhan, pembelian dan pelelangan;
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€. merumuskan kebijakan, menyusun program, mengatur dan mengawasi
penyelenggaran kegiatan inventarisasi, penyimpanan dan pergudangan serta
pendistribusian;

f. merumuskan kebijakan, menyusun program, mengatur dan mengawasi
penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan barang bergerak dan tidak bergerak
serta penghapusan;

g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah:;

h. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah meliputi kegiatan
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

i. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

j. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta
memelihara arsip;

k. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

|l melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Pasal 25

Bidang Aset Daerah terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset;
b. Seksi Pemeliharaan; dan

c. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan.

Pasal 26

(1) Seksi Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset mempunyai tugas penyiapan
dan pengumpulan bahan, mengolah pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan
penganalisaan data kebutuhan perbekalan, menyusun rencana kebutuhan barang
daerah, standar barang dan harga, evaluasi kebutuhan perlengkapan,
mengadministrasikan dan mengkoordinasikan proses pengadaan serta
melaksanakan pendistribusian aset.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan
petunjuk teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan kegiatan Seksi
Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset sebagai acuan pelaksanaan tugas;

c. membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol/
mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;

d. menyiapkan bahan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan
perencanaan, pengadaan dan distribusi aset;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja/instansi
terkait dalam penyusunan rencana kebutuhan daerah serta standar barang dan
harga;
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mengevaluasi perencanaan pelaksanaan proses pengadaan kekayaan daerah;

. menyusun standar aset minimun yang harus dimiliki daerah untuk memenuhi
pelayanan publik;

- menyiapkan bahan dan menyusun Standar Barang, Standar Kebutuhan, dan
Standar Harga Barang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku

menghimpun dan mengolah data kebutuhan barang daerah, standar barang dan
harga;

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan daerah serta standar
barang dan harga,

. merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah, untuk menghubungkan
pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan
sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang yang akan
datang;

menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun skala prioritas
kebutuhan barang daerah;

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan harga barang yang
berkaitan dengan penyusunan standar barang dan harga:

- menghimpun dan mengolah data kebutuhan perbekalan yang dilaksanakan
melalui swakelola, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan atau
pelelangan;

. menyiapkan bahan administrasi dan memproses pengadaan kebutuhan
perbekalan yang akan dilaksanakan melalui swakelola atau penunjukan
langsung, pemilihan langsung dan atau pelelangan;

- menyiapkan bahan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam menentukan
jadwal pengadaan kebutuhan perbekalan yang pelaksanaan melalui kegiatan
swakelola atau kegiatan penunjukan langsung, pemilihan langsung dan atau
pelelangan;

. menyiapkan bahan kerjasama dengan unit layanan pengadaan (ULP) dalam
rangka pengadaan kebutuhan perbekalan yang pelaksanaannya melalui
swakelola atau penunjukan langsung, pemilihan langsung dan atau pelelangan;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengadaan kebutuhan
perbekalan yang pelaksanaannya melalui swakelola atau penunjukan langsung,
pemilihan langsung dan atau pelelangan;

- menyiapkan bahan dan menyusun laporan penyelesaian pengadaan kebutuhan
perbekalan yang pelaksanaannya melalui swakelola atau penunjukan langsung,
pemilihan langsung dan atau pelelangan;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis tentang pengadministrasian
distribusi barang;

. mendistribusikan barang milik daerah berdasarkan rencana kebutuhan barang
daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

. menghimpun dan menyiapkan serta melaksanakan administrasi pendistribusian
barang;

. menyiapkan bahan dan membuat Berita Acara Pendistribusian Barang Daerah
sesuai pemanfaatannya;

. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam
pengadminitrasian distribusi barang berdasarkan permintaan;

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengadministrasian distribusi
barang;
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z. menyiapkan bahan dalam rangka penandatanganan Berita Acara Serah Terima
Kegiatan Belanja Langsung kepada Bupati;

aa.menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta
memelihara arsip;

bb.memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 27

(1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas penyiapan dan pengumpulan bahan,
mengolah pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan administrasi pemeliharaan,
rehabilitasi, pembangunan dan pengamanan barang bergerak dan barang tidak
bergerak, penilaian ekonomis kekayaan daerah serta analisa depresiasi kekayaan
daerah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan
petunjuk teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan kegiatan Seksi
Pemeliharaan sebagai acuan pelaksanaan tugas;

c. membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol/
mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;

d. menyusun perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan, pemeliharaan
barang/kekayaan milik daerah;

e. menyiapkan bahan dan menyusun Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang
milik daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

f. menyiapkan bahan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang milik
daerah sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi
pemeliharaan barang milik daerah;

g. mengamankan barang milik daerah, meliputi pengamanan administrasi,
pengamanan fisik dan pengamanan hukum sesuai ketentuan peraturan yang
berlaku;

h. menyusun rencana penggunaan kekayaaan daerah yang belum termanfaatkan
yang masih bernilai potensial;

i. menghimpun dan mengolah data barang-barang bergerak seperti meja, kursi,
lemari arsip, filing kabinet, komputer dan printer, mesin foto copy, mesin tik, AC,
dan kipas angin;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja terkait
dalam pendataan dan pemeliharaan/perawatan peralatan dan perlengkapan
inventaris kantor yang meliputi meja, kursi, lemari arsip, filing kabinet, komputer
dan printer, mesin foto copy, mesin tik, AC, dan kipas angin;

k. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis yang berkenaan dengan
pemeliharaan/perawatan peralatan dan perlengkapan kantor;

I. menyiapkan bahan dan menyusun telaahan tentang rencana dan biaya
pemeliharaan/perawatan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai standar
biaya;
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m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pendataan barang bergerak

dan pemeliharaan/perawatan peralatan dan perlengkapan kantor:

n. menghimpun dan mengolah data barang-barang tidak bergerak;
0. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja terkait

dalam pendataan, pengadministrasian dan pengamanan tanah milik yang
dikuasai Pemerintah Kabupaten, rehabilitasi dan pembangunan rumah
dinas/jabatan, gedung dan kantor:

menyiapkan bahan dan menyusun telaahan tentang rencana dan biaya
rehabilitasi dan pembangunan rumah dinas/jabatan, gedung, kantor serta
pemeliharaan/pengamanan tanah milik yang dikuasai Pemerintah Kabupaten
sesuai standar biaya;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis yang berkenaan dengan
pemeliharaan rumah dinas/jabatan, gedung, kantor dan tanah milik yang
dikuasai Pemerintah Kabupaten;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pendataan, rehabilitasi dan
pembangunan serta pengamanan rumah dinasfjabatan, gedung, kantor dan
tanah milik yang dikuasai Pemerintah Kabupaten;

. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta

memelihara arsip;

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Pasal 28

(1) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas penyiapan dan
pengumpulan bahan, mengolah pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan
penghimpunan dan pengolahan data inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah
serta penghapusan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

b.

melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan
petunjuk teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan kegiatan Seksi
Inventarisasi dan Penghapusan sebagai acuan pelaksanaan tugas;

membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol/
mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas:

melaksanakan kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik
daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

melaksanakan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang
milik daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

menyusun Daftar Barang Pengguna (DBP), yang memuat data barang yang
digunakan oleh masing-masing pengguna barang sesuai ketentuan peraturan
yang berlaku;

menyusun Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), yang memuat data barang
yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang sesuai ketentuan
peraturan yang berlaku;

melaksanakan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang dengan
menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan
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pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari
tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

memantau realisasi penggunaan barang daerah dan meneliti secara fisik
terhadap status Barang Inventaris serta perubahan status Barang inventaris;

menyelenggarakan administrasi penerimaan dan penilaian hibah yang menjadi
kekayaan daerah;

menyiapkan dokumen nilai kekayaan daerah yang dimiliki:

melakukan penghitungan, penilaian ekonomis, pemindahtanganan dan
penghapusan kekayaan daerah;

m. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan aset daerah:

=

membukukan dan menginventarisasi barang daerah;

0. menghimpun dan mengolah data inventaris barang bergerak dan tidak bergerak

aa.

serta pemanfaatannya;
membuat kodefikasi lokasi barang dan nama jenis barang;

menyiapkan bahan kerjasama dengan dengan unit kerja terkait dalam
pendataan inventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak serta pendataan
barang-barang inventaris yang akan dihapuskan/dilepaskan  dan
dipindahtangankan;

menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan
penghapusan Barang Milik Negara/Daerah;

menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventaris barang bergerak dan barang
tidak bergerak Milik Negara/Daerah:

membuat Berita Acara Pemeriksaan tentang kondisi barang inventaris yang
telah rusak dan atau tidak layak pakai;

menyiapkan bahan administrasi pemanfaatan aset/barang inventaris Milik
Negara/Daerah;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan tentang kondisi barang-barang
inventaris;

menyiapkan bahan dan menyusun Keputusan Bupati berkaitan dengan
penunjukan pemanfaatan barang/aset daerah;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan kondisi
barang-barang inventaris Milik Negara/Daerah;

menghimpun dan mengolah data barang-barang inventaris yang akan
dihapuskan/ dilepaskan dan dipindah tangankan;

menyiapkan bahan dan menyusun Keputusan Bupati berkaitan dengan
penghapusan dan pelepasan hak serta pemindah tanganan barang-barang
inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak;

menyiapkan bahan dan memproses penghapusan dan pelepasan hak pemindah
tanganan barang-barang inventarsi baik yang bergerak maupun tidak bergerak;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis yang berkenaan dengan
proses penghapusan dan pelepasan hak serta pemindah tanganan barang-
barang inventarsi baik yang bergerak maupun tidak bergerak;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses penghapusan dan pelepasan
hak pemindah tanganan barang-barang inventarsi baik yang bergerak maupun
tidak bergerak;

menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta
memelihara arsip;
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bb. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 29

(1) UPT mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas sebagian tugas pokok Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai wilayah
kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

(2) UPT mempunyai fungsi perencanaan teknis operasional, pelaksanaan teknis
fungsional dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis fungsional,

(3) UPT dipimpin seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

(4) UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang
dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai hai-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati
ini akan diatur kembali dengan Peraturan Bupati tersendiri.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 14
Tahun 2006 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi
Dinas Pendapatan Kabupaten Balangan dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 37
Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Kepala, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan Kabupaten
Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.
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